[ SALINAN ]

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

AIR MINUM KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI MAGELANG,

bahwa modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Magelang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang;

bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan layanan
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang, perlu
melakukan penambahan modal dasar Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Magelang sehingga Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun
2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Magelang perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan hurufb perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun
2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 22);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan

BUPATI MAGELANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN
2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
MAGELANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2009 Nomor 2) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi

sebagai berikut:
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Pasal 7
(1) Modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan sebesar
Rp35.750.000.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta

rupiah).
(la) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor oleh
Pemerintah Daerah sebesar Rp34.250.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

(1b) Kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) diatur dalam
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

(2) Modal Perusahaan Daerah Air Minum merupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

(3) Dihapus.

(4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

(5) Harta kekayaan yang bersifat likuid disimpan dalam Bank Negara, Bank
Milik Daerah, dan Bank Swasta yang dapat dipercaya.

Pasal I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid

pada tanggal 28 Mei 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd
ZAENAL ARIFIN
Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
ttd
ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (4-51/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 196702121993121001
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Dalam rangka mendukung pencapaian target Millenium Development Goal’s
(MDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perdesaan
sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat
struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur
permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah
daerah. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan,
perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan
kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan cakupan layanan air minum kepada
masyarakat pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang adalah
dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.
Perubahan tersebut terutama pada penetapan modal dasar yang sebelumnya
sebesar Rp30.000.000.000,00  (tiga puluh  miliar rupiah) menjadi
Rp35.700.000.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus juta rupiah). Perubahan
modal dasar dilakukan dengan pertimbangan antara lain memberi landasan
hukum bagi pemerintah daerah dalam penambahan modal di Perusahaan Daerah
Air Minum karena telah terpenuhinya modal disetor pada tahun 2019,
menyesuaikan jumlah modal dengan asset Perusahaan Daerah Air Minum.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 2
Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 1I
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 70



